SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa penyerapan DAU Tambahan yang sudah dialokasikan

dalam APBD Tahun 2019, untuk Tahap I sampai dengan
batas waktu yang telah ditentukan tidak mencapai 50%
(lima puluh persen) sehingga berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran
2019, untuk penyaluran DAU Tambahan Tahap II dari Pusat

tidak bisa disalurkan;

. bahwa terhadap kegiatan dari DAU Tambahan yang

dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 dan telah
dilaksanakan, pembayarannya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah dan dilakukan dengan mengambil
anggaran dana DAU Gaji PNS yang secara perhitungan

sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa;

. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang
Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan



Mengingat

1.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan, untuk penyaluran dana BOP PAUD dan BOP
Kesetaraan tahap II terdapat perubahan sasaran penerima
sehingga perlu segera disesuaikan;

bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun



17.

18.

19.

20.

21.

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2018 Nomor 10);



22.

23.

24.

Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2018 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun
2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 33);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2019 Nomor 44), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44
Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2019

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor

44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 53

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44

Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019

Nomor 53) sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 terdapat pergeseran anggaran, sehingga secara
keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.750.810.314.414,36
b. Bertambah Rp. 160.942.958.720,04
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.911.753.273.134,40
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.809.413.474.806,60
b. Bertambah Rp. 378.888.653.580,91
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.188.302.128.387,51
Defisit setelah Perubahan Rp. (276.548.855.253,11)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 74.507.118.392,24
2) Bertambah Rp. 217.945.694.860,87
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp. 290.452.813.253,11

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 15.903.958.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.903.958.000,00
Juml.Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 276.548.855.253,11

Sisa Lebih pembiayaan anggaran- Rp. 0,00

setelah Perubahan

. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ diubah menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima
(Hibah Uang) yang dirinci dalam Lampiran III diubah menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah yang

ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPD /PPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 November 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004




